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ABSTRAK

(A) Nama : Alexander Sutomo, NIM: 205190033

(B) Judul : AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP

PROFESI NOTARIS (STUDI KASUS 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN

NIAGA SBY)

(C) Halaman : VIII + 98 + 7 + 2022

(D) Kata Kunci : Notaris Pailit, Sanksi Notaris Pailit, Notaris, Pailit

(E) Isi :

Notaris menjadi pejabat umum yang dilimpahkan suatu wewenang untuk

menciptakan akta autentik. Peraturan untuk Notaris sudah dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)yang

kemudian diperbaruhi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Profesi

Notaris berkaitan dengan pribadinya dan memiliki sifat yang mengikat

dengan profesi yang dijalaninya, kegiatan yang dijalani oleh orang yang

berprofesi sebagai Notaris artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Notaris.

Notaris yang menjalani proses pailit akan diproses untuk pemberhentian

sementara dari jabatannya sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 dan dengan tidak

hormat diberhentikan apabila diputus pailit berdasarkan putusan pengadilan

dan sudah berlandas kekuatan hukum tetap yang diterangkan dalam Pasal 12

UUJN. Proses pemberian sanksi terhadap Notaris apabila melalui lembaga

pengawas tentunya tahapan laporan melalui Majelis Pengawas Daerah

(MPD) yang bertugas untuk memeriksa Notaris tersebut dan MPD juga



bertugas untuk mengawasi Notaris minimal 1 (satu) Tahun 1 (satu) kali,

setelah MPD memeriksa akan diadili oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

yang akan memberikan sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan. Karena

tidak puas dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah pihak pelapor dan

terlapor dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Putusan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis

Pengawas Pusat harus melalui persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia (KEMENKUMHAM). KEMENKUMHAM yang berhak

mengangkat Notaris dan juga berhak Memberhentikan Notaris. Sanksi

teradap Notaris tidak hanya administratif melainkan dapat juga bagi pihak

yang dirugikan melaporkan perbuatan yang dilakukan Notaris tersebut kerana

Pidana maupun Perdata. Pihak yang dirugikan dapat menggugat Notaris tanpa

harus meminta izin dari MPD.

(F)  Daftar Acuan  : 44 (1983-2022)

(G)  Pembimbing   : Dr. Benny Djaja,. S.H., M.H., M.KN
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DAFTAR SINGKATAN

MKN Majelis Kehormatan Notaris

MPD Majelis Pengawas Daerah

MPN Majelis Pengawas Notaris

MPP Majelis Pengawas Pusat

MPW Majelis Pengawas Wilayah

Perpres Peraturan Presiden

RUU Rumusan Rancangan Undang-Undang

SK Surat Keterangan

UUJN Undang-Undang Jabatan Notaris

KEMENKUMHAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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